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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi Pelaporan Keuangan menuju Opini Wajar 
Tanpa Pengecualian. Hasil penelitian menunjukkan Tana Toraja tidak mendapatkan Opini 
Wajar Tanpa Pengecualian karena Kinerja Keuangan di Tana Toraja belum maksimal. 
Kurangnya Sumber Daya manusia, tidak menerapkan E-budgeting dan E-Report, Penerapan 
SAP tidak optimal dan Pembenahan SKAD. 
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Abstract 
This study aims to re construction  Financial Reporting towards Unqualified Opinion. The 
results showed that Tana Toraja did not get Unqualified Opinion because the Financial 
Performance in Tana Toraja had not been maximized. Lack of human resources, not 
implementing E-budgeting and E-Report, SAP implementation is not optimal and SKAD 
improvement. 
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PENDAHULUAN  
Penelitian ini menjadi sangat penting karena dilandasi oleh belum kuatnya fondasi 
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Tana Toraja dan juga 
karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja 
belum begitu baik selama ini ditandai dengan empat kali berturut-turut meraih WDP 
sejak tahun 2016 sampai tahun 2019, bahkan tahun 2015 terjebak dalam opini Tidak 
Wajar, dan belum pernah sekalipun meraih opini Wajar Tanpa Pengeculian sejak lima 
tahun terakhir ini. Sementara itu potensi untuk peningkatan kualitas laporan 
keuangan masih memungkinkan di tahun-tahun berikutnya, upaya peningkatan 
kualitas sumber daya manusia, peningkatan efektifitas dan efisiensi peran sistem 
pengendalian intern serte peningkatan pemahaman dan penerapan standar akuntansi 
pemerintahan, terlebih lagi dengan kehadiran teknologi informasi dapat mendapat 
daya dukung dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
Kabupaten Tana Toraja, meskipun saat ini pandemik Covid-19 melanda. Dengan 
demikian perlu upaya rekonstruksi laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tana 
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Toraja untuk meningkatkan kualitas dan kewajarannya sesuai dengan standar 
akuntansi pemerintah yang berlaku. 
 
TINJAUAN PUSTAKA  
 
Standar akuntansi pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan 
peningkatan keterbandingan dan kehandalan laporan keuangan baik terhadap 
anggaran, laporan antara periode, maupun laporan ke dan dari responden. Laporan 
keuangan yang disebutkan dalam SAP ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. 
Laporan tujuan umum adalah laporan keuangan yang memiliki tujuan untuk 
memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar stakeholder.Untuk mencapai tujuan 
tersebut, SAP menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan 
keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum(Zeyn, 
2011). Setiap laporan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus berangkat dari 
penerapan SAP. Hal ini dimaksudkan agar setiap pelaporan senantiasa sejalan dengan 
prinsip-prinsip yang telah dianut dalam standar akuntansi pemerintahan. Penerapan 
standar akuntansi pemerintahan mewajibkan setiap entitas pelaporan melaporkan 
setiap kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode tertentu  untuk 
menjamin akuntanbilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan 
evaluasi kinerja. Penerapan SAP dapat dilakukan penyusunan laporan keuangan yang 
useful. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan 
dalam laporan keuangan tersebut, agar laporan keuangan menjadi berisi dan 
bermakna. Hal ini menjadi tujuan dari penerapan SAP. 
 
METODOLOGI 
 

Penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni suatu 
pendekatan yang menggunakan data-data verbal tulisan atau lisan yang diperoleh 
dari sumber informasi (informan). Dari data yang diperoleh di lapangan lalu 
kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan induktif kualitatif dengan 
memakai konsep triangulasi untuk melahirkan kesimpulan yang dapat digerenalisasi 
pada beberapa fenomena yang mirip atau serupa. Sumber data yaitu Data primer dan 
Data Sekunder. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian 
ini yaitu dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan yang terlibat 
dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan secara online mengingat saat ini masih 
dalam kondisi Pandemi Covid-19. 

  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dari Laporan Keuangan Kabupaten Tana Toraja sejak 5 tahun terakhir menunjukkan 
trend opini yang belum terlalu menggembirakan karena didominasi opini Wajar 
Dengan Pengecualian (WDP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Bahkan tahun 
2015 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kabupaten Tana Toraja 
menunjukkan opini Tidak Wajar (TW), walaupun kemudian pada tahun 2016 – 2019 
berhasil mendapatkan opini WDP. Meski demikian raihan ini belum terlalu 
menggembirakan karena sejak lima tahun terakhir ini Pemerintah Kabupaten Tana 
Toraja, belum sempat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil ini 
menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Toraja masih menyisakan beberapa 
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catatan-catatan yang harus disempurnakan kedepannya terkait dengan kesesuaian 
laporan keuangannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Salah satu 
penyebab rendahnya opini Kabupaten Tana Toraja untuk masa tahun 2015 -2019 
adalah kurangnya bukti dokumentasi dan pertanggungjawaban oleh pemerintah 
daerah yang menyebabkan nilai neraca berbeda dengan nilai yang diberikan oleh 
penilai independen (Helmizar, 2018). 
 
Tabel 1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 – 2019 

 
No. Tahun/Periode Opini Auditor Keterangan 

1 2015 Tidak Wajar TW 
2 2016 Wajar Dengan Pengecualian WDP 
3 2017 Wajar Dengan Pengecualian WDP 
4 2018 Wajar Dengan Pengecualian WDP 
5 2019 Wajar Dengan Pengecualian WDP 

Sumber: BPK RI, 2020 
 
Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang ditunjukkan dengan 
capaian WDP paling tinggi selama lima tahun terakhir diperparah dengan defisit 
anggaran yang diderita oleh sebesar Rp. 64 Milyar.  Rendahnya kinerja keuangan 
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tentu tidak terlepas dari berbagai persoalan, 
termasuk persoalan birokrasi dan manajemen keuangan di lingkungan pemerintah 
daerah Kabupaten Tana Toraja. Rendahnya kinerja keuangan Kabupaten Tana Toraja 
juga didukung oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, hal ini diakui oleh 
Hella Santika Pala’lang sebagai  staf di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
melalui hasil wawancara dalam masa pandemi Covid-19 ini yang mengatakan bahwa 
ada beberapa oknum yang terlibat penyelewengan kas sehingga terjadi kebocoran kas 
dalam lingkungan pemerintah kabupaten Tana Toraja.  
Rekonstruksi pelaporan keuangan tentu bukan hanya dari mekanisme penyusunan 
laporan keuangannya tetapi juga oleh mentalitas SDM yang dimiliki oleh pemerintah 
daerah Kabupaten Tana Toraja, dan hal ini harus dilakukan secara cepat dan perlu 
ditangani secara serius untuk melahirkan SDM yang berkualitas, compatible dan 
memiliki wawasan yang luas demi pengabdian kepada bangsa dan negara. Ke 
depannya tantangan dan hambatan semakin sulit sehingga dibutukan SDM yang 
memiliki daya saing, serta integritas yang kuat dalam mengawal pencapaian target 
Kabupaten Tana Toraja menuju opini Wajar Tanpa Pengecualitan (WTP). 

Dengan demikian, senada dengan peraturan pemerintah terkait dengan 
pengelolaan keuangan daerah menjelaskan beberapa tahapan yang harus 
dilaksanakan, seperti: 

a. Perencanaan dan Penganggaran 
Proses perencanaan dan penganggaran yang dikembangkan oleh Pemerintah 
Kabupaten Tana Toraja diarahkan pada perencanaan dan penganggaran yang berbasi 
kinerja.  Pendekatan ini akan menggerser dan mengarahkan penganggaran dari yang 
berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada kinerja yang terukur dari aktivitas 
dan program kerja. Dalam pendekatan ini adanya tolok ukur yang dapat memberikan 
kemudahan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam melakukan 
pengukuran Kinerja dalam upaya untuk mencapai tujuan opini WTP. Karakteristik 
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yang dapat dijumpau dalam pendekatan ini adalah proses klarifikasi anggaran yang 
didasarkan pada gegiatan dan juga didasarkan pada unit analisis yang tajam yakni 
unit organisasnya. Anggaran yang telah diasosiasikan dalam program kerja dan 
kegiatan yang ada akan memberikan kemudahan bagi pihak yang berkepentingan di 
lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja untuk melakukan penilaian 
kinerja. Pengukuran kinerja keuangan ini dapat dimulai dengan menetapkan 
beberapa indikator yang relevan.Sementara itu, indikator Kinerja dalam APBD sudah 
dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang 
terjadi selama ini di Pemerintahan Daerah lebih fokus pada jumlah uang yang 
dikeluarkan dibandingkan Keluaran (output) dan Hasil (outcome) yang akan dicapai. 
Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan Kinerja lebih 
fokus pada Keluaran (output) dan Hasil (outcome) dari Kegiatan. 
Peraturan Pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah ini mengarahkan 
proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian 
dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini 
kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan 
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan 
Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD 
untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan 
rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna 
dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada 
sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah 
untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan 
Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD. 
Dengan pendekatan ini akan memangkas kurangnya informasi tentang keluaran dan 
hasil dalam dokumen penganggaran. Dengan demikian peraturan pemerintah ini 
dapat membantu menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran. 
Adanya unsur kinerja dalam setiap dokumen diharapkan mampu meningkatkan 
pencapaian kualitas penganggaran pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja dalam 
mewujudkan sinkronisasi antara berbagai bidang yang ada dalam lingkungan 
pemerintahan terutama bagian perencanaan dan penganggaran demi terwujudnya 
kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik dari sebelumnya.  
 

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan 
Restrukturisasi berikutnya adalah pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah 
yang dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan 
dalam APBD. Proses pelaksanaan dan penatausahaa ini sedapat mungkin dapat 
dijalankan dengan menggunakan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam 
dokumen APBD. Hal ini akan mempengaruhi anggaran yang direncanakan dapat 
berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dan dapat meminimalisir jumlah 
kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan. Proses pelaksanaan dan 
penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam 
penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan 
penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis 
akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah 
sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah 
diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntasi akrual. 
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Mekanisme ini mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang 
kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola 
Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, 
pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi 
fokus Peraturan Pemerintah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya 
kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol 
internal Pemerintah Daerah. Mekanisme ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam 
OPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada OPD atau Unit-unit 
yang adalah dalam OPD merupakan implementasi dari pelimpahan wewenang 
pelaksanaan anggaran belanja yang memungkinkan untuk sesuai dengan tujuan awal 
yang telah direncanakan yakni terjadinya penyederhanaan proses pembayaran di 
SKPKD. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dan 
penatausahaan keuangan daerah.  
 

c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
Dalam upaya menuju opini WTP maka kendali utamanya adalah pada 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Pertanggungjawaban ini  diwujudkan dalam 
bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah 
daerah Kabupaten Tana Toraja merupakan wujud dari penguatan transparansi dan 
akuntabilitas. Dengan demikian, unsur yang paling penting untuk diperhatikan oleh 
pemerintah daerah selain dari unsur-unsur yang lain adalah unsur pelaporan 
pertanggungjawaban ini. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, 
setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah 
yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan 
saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas 
laporan keuangan. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga bisa dalam bentuk 
laporan realisasi atau realisasi kinerja. Melalui mekanisme pelaporan ini pula, 
masyarakat dapat mengakses kiner Pemerintah Daerah Tana Toraja dari waktu ke 
waktu. Selain itu pula, pelaporan ini dapat digunakan sebagai media untuk 
memelihara sistem sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban 
yang dilakukan Pemerintah Daerah Tana Toraja.  
Melalui mekanisme pelaporan ini pula, pihak terkait dalam lingkgan pemerintah 
daerah Tana Toraja dapat melihat hal yang harus diperbaiki dan disempurnakan 
untuk kepentingan perbaikan dan penyempurnaan penggangaran dan pelaksanaan 
anggaran daerah pada tahun-tahun ke depannya. Dengan rekonstruksi seperti ini 
dengan mengambil beberapa kebijakan-kebijakan yang didasarkan prinsip, landasan, 
azas, dan perangkat umum dalam penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Tana Toraja 
dapat menciptakan tatatan Sisten Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih wajar dan 
sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dan mendorong untuk menaati 
setiap peraturan perundang-undangan yang ada serta meninjau merekonstruksi 
Sistem Keuangan Daerah secara berkelanjutan dengan tujuan mewujudkan 
Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan, serta mencapai 
target pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja untuk beranjak dari WDP menuju 
WTP. Semoga. 
 
Berpijak dari beberapa tahapan di atas menggambarkan bahwa Kabupate Tana Toraja 
masih memiliki banyak pekerjaan rumah ke depan untuk membenahi sistem 
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keuangan daerahnya, karena selama ini masih banyak tahapan yang tidak 
diselenggarakan dengan baik sehingga memudahkan petugas atau pengelola 
keuangan daerah untuk melakukan penyimpangan dan kesalahan sistem maupun 
prosedur pencatatan keuangan. Hal ini memerlukan penanganan dengan serius. 
 
KESIMPULAN 
      Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja belum 
menggembirakan karena dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK lima tahun      terakhir 
opini yang dihasilkan didominasi Wajar Dengan Pengecualian (WDP)    bahkan di 
tahun 2015 diperoleh opini Tidak Wajar (TW).  Penyebab rendahnya kinerja keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja disebabkan oleh beberapa hal di 
antaranya;  
 
a) Adanya beberapa aset yang dikuasai bahkan dimiliki oleh perseorangan atau 
kelompok namun belum dihapus dari laporan keuangan pemerintah daerah,  
b) Terjadinya kebocoran dana dalam lingkup pemerintah daerah sampai Rp. 
400.000.000,  
c) Pengelolaan dana bergulir yang tidak transaparan dan akuntable. 
 
Dari pemaparan tersebut menyatakan bahwa OPD Tana Toraja membenahi antara 
lain: 
a) SDM dengan Recruitmen, Pelatihan dan Pendidikan juga menggunakan Sistem 
Komputerisasi seperti E-budgeting, E-Report. 
b) Penerapan & Optimalisasi SAP yang harus diperhatikan agar proses 
penyusunan dapat berjalan dengan baik sehingga post-post transaksi sudah sesuai. 
c) Membenahi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKAD ) dalam hal 
Perencanaan,Penganggaran, Pelaksanaan,Penata Usahaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah.  
 
Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tana Toraja, maka perlu disarankan sebagai berikut:  
1. Membangun sinergitas dalam seluruh komponen aparatur Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tana Toraja untuk mencapai target Opini Kabupaten Tana Toraja dengan 
predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 
2. Untuk mewujudkan target tersebut, maka diminta kepada seluruh komponen 
masyarakat untuk menertibkan pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Tana Toraja 
agar tidak menjadi temuan, menghindari terjadinya penyimpangan dan 
penyelewengan dana masyarakat serta mengelola dana bergulir secara transparan dan 
akuntabel. 
3. Meminta kepada seluruh OPD yang ada  untuk secara kompak melakukan 
restruksisasi penyusunan laporan keuangan, agar Pemerintah Kabupaten Tana Toraja 
dapat meraih predikat WTP.  
 
Bagi para Akademis semoga dapat bermanfaat untuk penelitian berikutnya dan dapat 
memperdalam pengetahuan tentang Penyususan Laporan Keuangan. 
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